[ SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD SIGIT NURCAHYO, S.S. SEBAGAI
STAF KALURAHAN/ STAF HONORER KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan masyarakat
maka dibutuhkan tenaga administrasi dan pengelola media
informasi Desa;

bahwa Lurah dapat mengangkat Staf Kalurahan yang
bertugas untuk membantu tugas Kepala Seksi dan Kepala
Urusan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah
tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Sigit Nurcahyo,
S.S. sebagai Staf Kalurahan/ Staf Honorer Kalurahan
Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3368 Tahun 1988);

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
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Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
Nomor 2);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37
Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada
Pemerintah  Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 119);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang
Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf
Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan
Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

(RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon
Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran
Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

25. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP
Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

26. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan  Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 8);

27. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB
Kalurahan) Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo
Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSIKAN:

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA
MUHAMMAD SIGIT NURCAHYO, S.S. SEBAGAI STAF
KALURAHAN/ STAF HONORER KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2022.

Menetapkan yang namanya sebagaimana tersebut pada angka 1
ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada angka 2 yang
selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. | Nama : MUHAMMAD SIGIT NURCAHYO, S.S.
Tempat, Tgl. Lahir |: Bantul, 26 Februari 1988
Pendidikan : Sarjana
Alamat : Ngentak RT 4, Pad. Dagen,
Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
2. | Jabatan : Staf Kalurahan/ Staf Honorer
Kalurahan Seksi Keamanan
Kalurahan Pendowoharjo.

Staf Kalurahan/ Staf Honorer Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu
Jagabaya dalam:

1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat;

melaksanakan administrasi kependudukan;

melaksanakan administrasi pertanahan dan tata ruang;

4. melaksanakan pembinaan sosial politik, kemasyarakatan,
ideologi dan hukum;
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5. penyajian data, pengelolaan, pemanfaatan dan

pemantauan tanah Kalurahan dan tanah Kasultanan;

pengadministrasian tanah Kalurahan,

7. penyusunan peraturan Kalurahan terkait dengan tanah
Kalurahan;

8. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan keamanan;

9. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kalurahan;

10. menyelesaikan perselisihan warga;

11. melaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan
dan tata ruang; dan

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
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KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang Dberlaku sesuai
kemampuan Kalurahan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH PENDOWOHARJO,
ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
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1. Bupati Bantul C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kalurahan Kabupaten Bantul,

2. Panewu Sewon;

3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;

4. Arsip;

5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Carik Pendowoharjo
a Urusan Pangripta,
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	Pada tanggal :  3 Januari 2022

